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WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
yang mengamanatkan pengaturan dan penetapan LKD dan
LAD diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota;

. bahwa Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2001

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) Dalam Daerah Kota Ternate, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3824);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kota Ternate.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Ternate.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan,
ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kelurahan adalah organisasi pemerintahan dibawah Camat
yang dipimpin oleh Lurah dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kelurahan.

Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK, meliputi:

a.

mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat;

mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
menjamin  kelancaran  pelayanan  penyelenggaraan  Pemerintahan
Kelurahan.



BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memenuhi persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
. berkedudukan di Kelurahan setempat;
. Pengurus LKK berusia maksimal 65 tahun pada saat pengangkatan;
. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
. memiliki kepengurusan yang tetap;
memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Lurah.
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Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) LKK bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK

memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan
kepada masyarakat Kelurahan,;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan kelurahan; dan

g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 6

(1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:

a. Rukun Tetangga;

b. Rukun Warga;

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang Taruna;

e. Pos Pelayanan Terpadu; dan

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Pasal 7

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas:

a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan
perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan

pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d,

bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan

sosial dan pengembangan generasi muda.

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf e, bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan

kesehatan masyakat Kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi

masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan

menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan

swadaya gotong royong.

Pasal 8

Pengurus LKK, terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. bidang sesuai dengan kebutuhan.



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

Pengurus LKK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang

mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya

pembangunan Kelurahan melalui musyawarah mufakat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat.

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat

menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut

atau tidak secara berturut-turut.

Apabila terdapat pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum

masa bhaktinya selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam

kurun waktu 6 (enam) bulan.

Pengurus LKK berhenti/diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa jabatannya;

c. sakit secara terus-menerus;

d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diajukan kepada
Lurah;

e. melakukan perbuatan pidana;

atas keputusan bersama Lurah dan Masyarakat, dikarenakan Pengurus

LKK dianggap tidak lagi mampu melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

=

Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang
menjadi anggota salah satu partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan di wilayahnya.

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan di Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKK di Kelurahan
diatur oleh Peraturan instansi/organisasi LKK terkait dan Keputusan Kepala
Kelurahan.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD
M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 476

Salinan sg¢suai dengan aslinya

>

PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001



